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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk secara langsung akan berdampak kepada
peningkatan kebutuhan akan tempat tinggal dan sarana prasarana pendukungnya.
Kegagalan dalam penyediaan hunian yang layak bagi warga kota tentunya akan
berdampak kepada keberlanjutan pembangunan kota dan menimbulkan berbagai
masalah perkotaan yang salah satunya adalah permukiman kumuh (A. Annisa,
2018)

Kehadiran pemukiman kumuh tentunya mengakibatkan menurunnya daya
dukung lingkungan, meningkatkan resiko kerawanan dan konflik sosial,
menurunnya tingkat kesehatan masyarakat dan menurunnya kualitas pelayanan
sarana dan prasarana. Oleh sebab itu pemukiman kumuh harus segera ditangani,
paling tidak dengan mengurangi luas pemukiman kumuh, bahkan keberadaan
lingkungan kumuh yang ada sekarang harus sedikit demi sedikit dirubah menjadi
lingkungan perumahan dan pemukiman yang layak huni, sehat, aman, serasi dan
teratur (Noegi, 2012).

Pada tahun 2016 masih terdapat 35.291 Ha permukiman kumuh perkotaan
yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia sesuai hasil perhitungan

pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan yang dilaksanakan oleh
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Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus
mengalami penambahan apabila tidak ada bentuk penanganan yang inovatif,
menyeluruh, dan tepat sasaran (Dirjen Cipta Karya, 2016)

Salah satu permukiman kumuh perkotaan tersebut terdapat di Kota
Pariaman, dimana berdasarkan SK Walikota Pariaman nomor 444/050/2014
tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota
Pariaman ditetapkan 8 kawasan permukiman kumuh yang tersebar di 14
desa/kelurahan dengan total luasan sebesar 109,41 hektar (Bappeda Kota
Pariaman, 2018).

Dalam rangka mewujudkan permukiman vyang layak huni dan
berkelanjutan di Indonesia, Kementerian PUPR melalui program jangka
menengah (RPJMN) tahun 2015-2019 menetapkan target 100-0-100 yang artinya
pada tahun 2019 permukiman harus memenuhi standar 100% akses aman air
minum, 0 hektar kawasan permukiman kumuh dan 100% akses sanitasi (air
limbah, persampahan dan drainase) layak (RPJMN Tahun 2015 — 2019).

Begitu juga dengan Kota Pariaman dalam rangka pencapaian target
RPJMD Kota Pariaman tahun 2018 — 2023 sebagaimana tertuang pada misi 4
RPJMD vyaitu mewujudkan kota pesisir modern, dinamis dan berwawasan
lingkungan hidup dan mitigasi bencana dimana salah satu sasaran yang hendak
dicapai pada misi 4 ini adalah peningkatan kualitas lingkungan permukiman
dengan indikator capaiannya adalah persentase pengurangan permukiman kumuh
sehingga target nol kumuh pada tahun 2019 sebagaimana yang dicanangkan oleh

pemerintah pusat dapat terwujud di Kota Pariaman.
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Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kota Pariaman dalam
rangka mengurangi luasan permukiman kumuh dengan membangun sarana
prasarana infrastruktur permukiman seperti perbaikan rumah tidak layak huni,
jalan lingkung, drainase lingkungan, penyediaan sarana prasrana air bersih,
pembangunan sarana prasarana sanitasi dan sarana pengelolaan persampahan baik
yang bersumber dari dana APBD, APBN, dan program-program CSR dari pihak
BUMN/BUMD lainnya (Bappeda Kota Pariaman, 2018). Mengingat anggaran
yang tersedia untuk perbaikan lingkungan permukiman kumubh ini relatif terbatas
sedangkan program/proyek pembangunan yang dibutuhkan dalam rangka
perbaikan lingkungan permukiman kumuh jumlahnya relatif banyak maka
diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat untuk menunjang implementasi
kota tanpa kumuh dalam masyarakat.

Salah satunya program pembangunan dari pemerintah yang
mengutamakan peran serta atau partisipasi masyarakat adalah program KOTAKU.
Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh yaitu
tentu saja masyarakat, tokoh pemuda diwilayah, tokoh-tokoh masyarakat, dan
kelompok peduli lainnya seperti LKM.

Dalam pelaksanaannya masyarakat didorong dan diberdayakan untuk
dapat berpartisipasi aktif dan bekerja bersama dengan pemerintahan
kelurahan/desa, antar pemerintah kelurahan/desa dibawah koordinasi pemerintah
kecamatan dan kelompok peduli dalam penataan lingkungan permukimannya.
Masyarakat berhak dan bertanggung jawab berpartisipasi dalam penataan

permukimannya (Pedoman KOTAKU, Dirjen Cipta Karya, 2016).
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Di Kota Pariaman program KOTAKU mulai dilaksanakan sejak tahun
2016, dimana pada tahun 2017 Kota Pariaman melalui program KOTAKU
mendapatkan bantuan dana investasi dari pemerintah pusat untuk pembangunan
infrastruktur peningkatan kualitas kumuh skala lingkungan yang dialokasikan
kepada kelurahan/desa yang memiliki kawasan kumuh sesuai SK Bupati/Walikota
yang telah diverifikasi oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (Dit.
PKP), Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR.

Berdasarkan rekapitulasi anggaran program/kegiatan penanganan kumuh
skala lingkungan pada Dinas Perkim & Lingkungan Hidup, Kota Pariaman pada
tahun 2017 dan 2018 mendapatkan alokasi anggaran untuk penanganan kumuh
skala lingkungan pada program KOTAKU dimana alokasi anggaran pada tahun
2017 adalah sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang tersebar di 8
(delapan) desa/kelurahan pada 3 (tiga) kecamatan berdasarkan SK Walikota
Pariaman nomor 444/050/2014 tentang penetapan perumahan kumuh dan
permukiman kumuh di Kota Pariaman. Dimana masing-masing desa/kelurahan
tersebut mendapatkan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),
yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur drainase lingkung dan jalan
lingkung, sedangkan pada tahun 2018 alokasi anggarannya adalah sebesar Rp.
4.250.000.000,-, (empat milyar dua ratus lima puluh juta) yang tersebar di 6
(enam) desa/kelurahan pada 3 (tiga) kecamatan berdasarkan SK Walikota
Pariaman nomor 444/050/2014 tentang penetapan perumahan kumuh dan

permukiman kumuh di Kota Pariaman (Dinas Perkim & LH, 2018).
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Merujuk kepada surat edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor : 40
ISE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh
pelaku/unsur utama pelaksanaan program KOTAKU di tingkat kelurahan/desa
adalah masyarakat. Pelibatan partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan,
pelaksanaan dan sampai pada tahap pemanfaatan dan pemeliharaan (Kementerian
PUPR, 2016).

Menindaklajunti amanat dari prinsip pelaksanaan program KOTAKU
sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh Kementeriaan PUPR maka alokasi dana
sebagaimana diatas digunakan untuk pembangunan infrastruktur permukiman
skala lingkungan dengan mempedomani hasil pendataan baseline tahun 2015 yang
menggambarkan permasalahan/kondisi kekumuhan yang dilihat pada 7 (tujuh)
indikator kumuh dimasing-masing desa/kelurahan vyaitu : kondisi bangunan,
kondisi aksesibilitas lingkungan (jalan), kondisi drainase lingkungan, kondisi air
minum, kondisi air limbah, kondisi pengelolaan sarapa prasarana persampahan,
dan kondisi ketersediaan sarana prasarana proteksi kebakaran.

Berdasarkan permasalahan kumuh diatas maka alokasi dana untuk
penanganan kumuh skala permukiman program KOTAKU pada 8 kawasan
kumuh Kota Pariaman sebagaian besar digunakan untuk pembangunan jalan
lingkungan dan drainase lingkungan guna mengatasi permasalahan kumuh pada
kawasan. Kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman skala lingkungan ini
dilakukan secara partisipasi oleh masyarakat mulai dari tahap perencanaan sampai
dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan, diharapkan dengan adanya

partisipasi masyarakat ini akan timbul rasa memiliki masyarakat terhadap hasil
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pembangunan infrastruktur permukiman tersebut sehingga keberlanjutan dari
program KOTAKU ini dapat tercapai dan nol kawasan kumuh pada tahun 2019 di
Kota Pariaman dapat terwujud.

Tetapi kenyataannya pelaksanaan program KOTAKU di desa/kelurahan
kumuh di Kota Pariaman ini tidak berjalan dengan optimal, hal ini terlihat dari
observasi lapangan Pokja Perumahan dan Permukiman (Pokja PKP) dalam rangka
monitoring dan evaluasi lapangan ke 8 lokasi desa/kelurahan kumuh yang
mendapatkan program KOTAKU pada tahun 2017 untuk pembangunan
infrastruktur permukiman skala lingkungan terlihat infrastruktur publik seperti
jalan lingkungan dan drainase lingkungan yang telah dibangun tersebut tidak
terpelihara dengan baik. Kondisi saluran drainase yang tidak terpelihara terlihat
dari banyaknya sampah pada saluran drainase, air yang tidak mengalir dan berbau,
pasangan batu saluran yang rusak dan sudah banyak ditumbuhi rumput. Begitu
juga dengan jalan lingkung yang telah dibangun terlihat juga tidak terpelihara
dimana badan jalan sudah banyak ditumbuhi rumput, permukaan jalan yang sudah
rusak dan pada permukaan jalan bertebaran sampah (Laporan Monitoring dan
Evaluasi Koordinator KOTAKU, Tahun 2018).

Dikuatirkan apabila infrastruktur lingkungan yang telah dibangun melalui
program KOTAKU ini dibiarkan terus menerus tidak dipelihara oleh masyarakat
maka akan mengakibatkan kekumuhan baru pada tahun-tahun yang akan datang
sehingga capaian program KOTAKU untuk menjadikan kota tanpa kumuh pada

tahun 2019 tidak akan tercapai (Kementerian PUPR, 2018).
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Permasalahan yang terjadi terhadap pelaksanaan program KOTAKU di
Kota Pariaman sebagaimana diuraikan diatas membuktikan bahwa masih
kurangnya kesadaran masyakarat dalam memelihara infrastruktur permukiman
yang telah dibangun. Hal ini membuktikan teori yang disampaikan oleh Rino
Erwan (2015) bahwa partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur
sangatlah diperlukan untuk menjamin keberlanjutan kualitas lingkungan
permukiman.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diataslah yang menjadi alasan
penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi
rendahnya partisipasi masyarakat dalam memeliharaan infrastruktur kawasan
permukiman kumuh di Kota Pariman agar kualitas infrastruktur permukiman

tersebut tetap terjaga dengan baik.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Dari uraian latar belakang permasalahan penelitian yang telah diuraikan
diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya partisipasi
masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur kawasan permukiman
kumuh pada program KOTAKU di Kota Pariaman?

2. Faktor-faktor apa yang paling mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam
pemeliharaan infrastruktur kawasan permukiman kumuh pada program

KOTAKU di Kota Pariaman?

UNI VERSI TAS BUNG HATTA



3. Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pemeliharaan infrastruktur pada program KOTAKU di Kota

Pariaman?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengindentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya
partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur pada program
KOTAKU di Kota Pariaman

2. Untuk mengetahui faktor apa yang paling dominan mempengaruhi
partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur pada program
KOTAKU.

3. Untuk mengetahui upaya apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur pada program

KOTAKU.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup dari penelitian adalah sebagai

berikut:

1. Penelitian ini dilakukan pada 8 (delapan) lokasi pelaksanaan program

KOTAKU ditingkat desa/kelurahan pada tahun 2017.
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2. Penelitian difokuskan pada identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi
partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur pada program
KOTAKU.

3. Pemeliharaan infrastruktur pada program KOTAKU ini difokuskan pada
pemeliharaan infrastruktur permukiman khususnya pada infrastruktur jalan
dan drainase.

4. Penelitian ini memiliki fokus yang mengacu pada Pedoman Umum
Program Kota Tanpa Kumuh dan Prosedur Operasional Standar (POS)
Operasional dan Pemeliharaan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal

Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan bagi instansi teknis terkait dalam keberlanjutan
program KOTAKU di Kota Pariaman.

2. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya
partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur untuk mengatasi
masalah kumuh di wilayah masing-masing.

3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lainnya.
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1.6 Sistimatika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini meliputi :

1. Bab I Pendahuluan :
Pada Bab | Pendahuluan, akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan
masalah, tujuan, manfaat penelitian, ruang lingkup dan sistematika
penulisan.

2. Bab Il TinjauanPustaka :
Pada Bab Il atau pada Tinjauan Pustaka, akan diuraikan tentang teori, atau
pendekatan teori, proposisi dan konsep yang relevan untuk digunakan
dalam menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan, untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan.

3. Bab Il Metode Penelitian :
Pada Bab Ill atau pada Metode Penelitian, akan diuraikan tentang
rancangan dan diagram alir penelitian, lokasi dan objek penelitian, sumber
data, serta responden penelitian.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan :
Pada Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan ini, akan diuraikan tentang
proses penyelesaian rumusan masalah yang telah dirumuskan untuk
mencapai tujuan dengan menggunakan teori, atau pendekatan teori, konsep
yang telah diuraikan pada Bab Il (Tinjauan Pustaka) dan Bab 11l (Metode

Penelitian).
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5. Bab V Kesimpulan dan Saran :
Pada Bab V Kesimpulan dan Saran, akan diuraikan tentang inti sari hasil
penelitian yang telah dianalisis dan dibahas sebelumnya. Kesimpulan
dalam penelitian ini merupakan rangkuman jawaban atas rumusan
masalah. Sedangkan saran dalam penelitian ini merupakan anjuran tentang

prospek dari hasil penelitian dalam penerapannya dimasyarakat.
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